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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah menjadi tumpuan hidup bagi setiap manusia, yang kemudian
pula menjadikan perkembangan pembangunan semakin pesat. Perkembangan
pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini
dikarenakan adanya semakin banyak pembangunan-pembangunan yang
digerakkan untuk menopang kehidupan masyarakat. Seringkali ditemukan
banyak pembangunan-pembangunan yang berdiri diatas tanah berkonflik,
artinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat (pemilik tanah).
Berkenaan dengan pengambilan tanah masyarakat yang akan dipakai untuk
keperluan pembangunan dilaksanakan melalui proses pengadaan tanah dengan
cara pelepasan atau penyerahan hak sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pengertian pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan
cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang
berhak. sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
bagi kepentingan umum, dalam kegiatan Pengadaan tanah ada beberapa
tahapan yang harus dilakukan yaitu penetapan lokasi pembangunan,

pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan, indentifikasi dan



inventarisasi, pembentukan lembaga/tim penilai tanah (tim appraisal),
penilaian harga tanah, musyawarah, pemberian ganti rugi dalam penitipan
ganti rugi serta pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Proses pemberian
ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah adalah hal yang sangat penting
karena tanpa ganti rugi pembangunan akan terhambat.

Pembangunan untuk kepentingan umum menjadi salah satu dasar bagi
pemerintah untuk melegitimasi dalam rangka melaksanakan pengadaan tanah,
karena pemerintah memerlukan tanah untuk mewujudkan pembangunan
disegala bidang. Pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum yang akan menjamin hak masing-masing pihak baik
pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang baru ini membolehkan
pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk memfasilitasi pembangunan
proyek-proyek infrastruktur yang baru. Dan undang-undang ini bertujuan
untuk menghapus hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di
Indonesia.

Pengadan tanah bagi pembangunan yang paling rumit yaitu apabila
tidak tercapai kesepakatan antara pemilik lahan tanah dengan pihak yang
membangun, sedangkan pembangunan harus dilaksanakan. Salah satu solusi
yang dipilih pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan dengan cara
yang dapat diterima masyarakat. Apabila semua cara tidak dapat dilaksanakan

dan pembangunan sangat dibutuhkan dan lahan tidak dapat dipindahkan



lokasinya dapat dilakukan pencabuatan hak atas tanah sebagai jalan akhir,
yang harus diatur dalam undang-undang.

Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya
masalah ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap
segala data dan keterangan dan data yang diajukan dalam mengadakan
taksiran pemberian ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan
mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran
ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas
tanah yang bersangkutan.

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dengan penanganannya,
karena didalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari
kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah
dimengerti bahwa tanah Negara yang tersedia sangat terbatas, oleh karena itu
satu-satunya cara yanag dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah
milik masyarakat, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan Hukum
Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA!

Berkenaan dengan pembangunan bagi kepentingan umum, kabupaten
Nunukan provinsi Kalimantara Utara telah merencanakan proyek
pembangunan Waduk Padat karya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2012 harus ada sikap transparansi dan pemerintah yang diwakili oleh
panitia pengadaan tanah untuk memberikan insormasi yang sejalas-jelasnya

terhadap masyarakat akan pembangunan. Namun pada kenyataannya lahan

'Andrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal.45



yang tahap perencanaannya tersebut tidak diketahui oleh warga di Desa Pa’
Kemut di Kecamatan Krayan. Tanpa adanya sosialisasi dari pihak pemerintah,
tidak ada kejelasan informasi mengenai hal tersebut, serta pemberian ganti
kerugian yang tidak sesuai dengan kenyataan data fisik yang ada, pengukuran
tanah yang sesuai. Menurut masyarakat yang terkena dampak dari
pembangunan Waduk Padat karya di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan
tidak sesuai dengan prosedur pengadaan tanah sebagaimana yang sesuai
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 2 huruf (e) adanya sikap
keterbukaan dari pemerintah mengenai rencana pembangunan Waduk dan
tidak adanya patokan harga atau acuan harga tanah (Tim Appraisal) sehingga
menjadi tidak adanya dasar atau penentuan harga secara pasti. Sehingga baik
dari perencanaan pembangunan sampai dengan pemberian ganti kerugian atas
tanah yang terkena penggeseran atas Waduk Padat Karya adanya manipulatif
oleh pihak-pihak tertentu.

Pasal 1 Nomor 10 Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 menentukan
bahwa ganti rugi adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang
berhak dalam proses pengadaan tanah. Berhubungan dengan ganti kerugian,
bentuk-bentuk ganti rugi diatur dalam pasal 36 Undang Undang Nomor 2
tahun 2012 menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan
dalam bentuk :

a. Uang
b. Tanah pengganti

c. Permukiman kembali



d. Kepemilikan saham
e. Bentuk lain yang disetujui keduabelah pihak

Dasar penetapan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah tersebut akan
ditentukan dengan musyawarah sesuai dengan ketetapan yang diatur pasal 37
ayat (1) UU No.2 tahun 2012 yang menentukan bahwa, lembaga pertanahan
melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu 30 hari kerja
sejak hasil penilaian dan penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan
untuk menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil
penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 UU No.2
tahun 2012. Kemudian pasal 37 ayat (2) UU No.2 tahun 2012 menentukan
bahwa, hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 1 menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang
berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Sehingga hasil
kesepakatan dalam musyawarah yang telah dilakukan akan menjadi dasar
pemberian ganti kerugian kepada pihak yang mempunyai hak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian untuk Penulisan Hukum/Skripsi mengenai
“Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Waduk di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan

Utara”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

Apakah pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan Waduk di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan telah
memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak ?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
Mengetahui pemberian apakah pelaksanaan ganti kerugian bagi pemegang hak
atas tanah dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Waduk di Kecamatan
Krayan Kabupaten Nunukan.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :
1. Manfaat Teoritis: Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama
dibidang hukum pertanahan, tentang pemberian ganti rugi.
2. Manfaat Praktis:
a. Bermanfaat bagi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pengadaan
tanah bagi pembangunan waduk di Kecamatan Krayan Kabupaten
Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
b. Bermanfaat bagi mahasiswa untuk dijadikan refrensi untuk penelitian

selanjutnya.



E. Keaslian Penelitian
Sepengetahuan  penulis, penulisan  hukum dengan  rumusan
permasalahan ini mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain yang juga
membahas mengenai namun terdapat perbedaan antara penulisan hukum ini
dengan penulisan hukum sebelumnya yaitu terdapat pada pemberian ganti rugi
yang dibahas, yang mana pada penulisan hukum ini membahas mengenai
pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan waduk di
Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Penelitian ini merupakan karya asli
dari penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya
penulis lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema,
maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literature pelengkap dan/atau
pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai
pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan waduk di
Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara. Berikut
ini penulis akan memaparkan 3 (tiga) macam penulisan hukum yang
mempunyai relevansi dengan penulisan hukum ini, antara lain :
1. Disusun Oleh : Hendra Aditia Kusuma
Judul . Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Dalam Pengadaan
Tanah untuk Pembangunan Bandara di Kulon Progo
Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum
NPM : 120510776
Instansi . Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2016



Rumusan Masalah :

a.

b.

Bagaimana penetapan bentuk ganti kerugian dalam pelaksanaan
pengadaan tanah pembangunan bandara di Kecamatan Temon,
Kabupaten Kulon Progo?

Apakah penetapan bentuk ganti kerugian dalam pelaksanaan
pengadaan tanah untuk pembangunan bandara di Kecamatan Temon,

Kulon Progotelah mewujudkan perlindungan hukum?

Hasil penelitian :

a.

Penetapan bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan Bandara di Kecamantan Temon, Kabupaten Kulon
Progo menghasilkan kesepakatan antara instansi yang berkepentingan
membangun bandara, yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan PT Angkasa Pura | dengan para pemegang hak milik
atas tanah, bahwa bentuk ganti kerugian yang akan diberikan adalah
bentuk ganti kerugian berupa uang.

Adapun penetapan bentuk ganti rugi kerugian kepada para pemegang
hak milik atas tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan
bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo sejauh proses
yang dilakukan telah mewujudkan perlindungan hukum. Upaya untuk
mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak milik atas tanah
dan pada akhirnya mendapatkan kesepakatan bentuk ganti kerugian

berupa uang menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk



pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo
telah melindungi hak dan kewajiban pemegang hak milik atas tanah
sebagai pihak yang berhak.
2. Nama . Fanny Tanjaya
Judul :  Pelaksanaan pemberian ganti  kerugian dalam
pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar udara

Mathilda Batlayer di kabupaten Maluku Tenggara

Barat
NPM : 140511652
Instansi . Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun . 2018

Rumusan Masalah :

Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah
untuk pembangunan bandara udara mathilda batlayer di Kabupaten
Maluku Tenggara Barat

Hasil penelitian :

Pelaksaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan Bandar udara mathilda batalayeri di kabupaten Maluku
Tenggara Barat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada waktu itu
yitu Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 dan peraturan yang berlaku
pada saat ini yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang
Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum. Terdapat beberapa alasan

yang pertama, dalam proses pengadaan tanah tidak terdapat panitia
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pengadaan tanah dimana panitia pengadaan tanah mempunyai peran
penting dalam proses pengadaan tanah. Kedua, tidak dapat berita acara
musyawarah mengenai besarnya ganti kerugian atas taah antara
pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan masyarakat sebagai
pemegang hak milik atas tanah tersebut. Pemberian ganti kerugian tidak
membawa dampak baik bagi kehidupan maysrakat Desa Lolurun
khususnya anggota Marga Mudi Rumyaru tetapi hanya merugikan
masyarakat Desa Lolurun karena masyarakat tidak menerima biaya ganti
kerugian Tahap 2, Tahap 3, dan Tahap 4 dan pemerintah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat tidak memenuhi kewajibannyasesuai dengan
kesepakatan dalam musyawarah yang dilakukan yaitu akan
memperkerjakan semua orang muda Desa Lolurun sebagai buruh Kasar di
Bandara Udara Mathilda Batlayeri.
Nama . Bobby Aditya
Judul . Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum Dalam pengadaan tanah ruang terbuka hijau

publik di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi

Tengah
NPM : 130511350
Instansi . Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun ;2016
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Rumusan Masalah :

a. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
dalam pembangunan ruang terbuka hijau public di Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah ?

b. Apa faktor-faktor pendukukung dan penghambat yang mempengaruhi
pelaksanaan pengadaan tanah untuk Kkepentingan umum dalam
pembangunan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah ?

Hasil Penelitian :

a. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam
pembangunan alam terbuka hijau oleh pemerintah daerah pada
kegiatan program pengembangan kota hijau (P2KH) DI Kabupaten
Banggai pada umumnya belum terlaksana sesuai dengan Undang-
undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk
pembangunan kepentingan umum karena waktu pelaksanaan
pengadaan tanah di Kabupaten Banggai dan pembangunan fisik ruang
terbuka hijau didaerah aliran sungai simpong belum selesai sesuai
dengan waktu yang ditentukan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadan tanah untuk
kepentingan umum dalam pembangunan alam ruang terbuka hijau oleh
kegiatan pemerintah daerah pada kegiatan program pengembangan
kota hijau (P2KH) di Kabupaten Banggai yaitu faktor pendukung yaitu

adanya amanat setiap wilayah kota/kabupaten harus memenuhi
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minimal ruang terbuka hijau 30%, meminimalisasi daerah aliran

sungai simpang yang rusak, adanya permintaan tanah dari instansi

yang terkait.

Merujuk pada ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis. Penulis menekankan pada pemberian ganti rugi dalam
pengadaan tanah untuk pembangunan waduk di Kecamatan Krayan kabupaten
Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Apakah pemberian ganti rugi dalam
pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk di Kecamatan Krayan
Kabupaten Nunukan telah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang
hak yang ketentuan diatur didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,

dengan demikian penulisan hukum ini, bukan merupakan hasil duplikasi.

. Batasan Konsep

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi peraturan perundang-
undangan terhadap pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan waduk. Masalah yang dikaji adalah adanya berbagai peraturan
pengadaan tanah yang dianggap kurang memberikan informasi dalam
pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan. dibutuhkan
peraturan perundang-undangan yang lebih mengakomodasi secara layak dan
adil kepentingan masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Sehubungan
dengan batasan masalah yang telah dipaparkan, untuk mempermudah

pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka disampaikan batasan-batasan



13

konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek

yang diteliti, sebagai berikut :

1. Ganti Kerugian
Dalam pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
ditentukan bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil
kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

2. Pengadaan Tanah
Dalam pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
ditentukan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyedikan tanah
dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak
yang berhak.

3. Perlindungan Hukum
Adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam rangka
pemenuhan kebutuhan akan tanah, melindungi hak dan kewajiban dari
pemegang hak milik atas tanah , melindungi berarti menjamin bahwa hak
dan kewajiban terhadap hak-hak atas tanah dari pemegang hak milik atas
tanah telindungi oleh undang-undang sehingga menjadi bagian yang

terkuat dan terpenuh.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitianini dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu
penelitian yang berfokus pada peilaku masyarakat hukum dan penelitian ini
dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data
primer sebagai data utama dan didukunng dengan data sekunder.
2. Sumber data
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui
wawancara dengan mengajukan tanya jawab tentang bagaimana
pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan
Waduk di kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan telah memberikan
perlindungan bagi pemegang hak dan masyarakat yang terkena dampak
sebagai data utamanya.
b. Data sekunder terdiri dari :
Bahan hukum primer yaitu hukum yang diperoleh dari hukum positif
Indonesia berupa peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan
berhubungan dengan obyek penelitian yaitu sebagai berikut :
a) Undang-undang Dasar 1945, amandemen keempat, Pasal 33 beserta
penjelasannya.
b) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria
¢) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah

bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
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d) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah
Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum.

e) Praturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan
atasPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

f) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

g) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum.

h) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

i) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.

3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
a. Kuesioner, yaitu membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang bersifat
terbuka, yang ditunjukan kepada responden, berkaitan dengan

penetapan bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk
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pembangunan waduk di Desa Padat Karya Kecamatan Krayan sebagai
upaya mewujudkan perlindungan hukum
b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada narasumber
berdasarkan pedoman wawancara
c. Studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan berbagai
bahan/sumber dari buku-buku makalah, karya ilmiah yang akan
digunakan sebagai data sekunder.
4. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan diKabupaten Nunukan, Kabupaten Nunukan
terdiri dari 19 Kecamatan tetapi hanya ada 1 Kecamatan yang terkena
pengadaan tanah yaitu Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Barat
terdiri dari 25 Desa. Untuk penelitian ini penulis menentukan pengambilan
sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan
penelitian di Desa Pa’Kemut sehingga diharapkan dapat menjawab
permasalahan penelitin.
5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki ciri yang sama.
Populasi yang menjadi pengamatan bagi peneliti adalah para pemegang
hak milik atas tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan
waduk di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan

Utara.
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b. Metode Penentuan Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel yang diambil
dalam penelitian ini adalah berdasarkan ciri dan karakteristik tertentu
yaitu para pemegang hak milik atas tanah dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan waduk di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara.
6. Responden dan Narasumber
Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah para masyarakat
yang terkena dampak pembangunan Waduk Padat Karya dikecamatan
Krayan Kabupaten Nunukan Provensi Kalimantan Utara.
Narasumber dalam penelitian ini adalah :
a. Badan Pusat Statistik Nunukan
b. Camat Krayan Barat
c. Kepala Desa Pa’ Kemut
7. Metode Analisis Data
Setelah data terkumpul maka data tersebut akan dianalisa. Analisa
terhadap data tersebut dilakukan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif
yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang
telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran
mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.
Berdasarkan analisis tersebut maka ditarik kesimpulan dengan

menggunakan metode berpikir indukatif yaitu cara berpikir yang dari
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penegtahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai sesuatu kejadian yang

Sama.

H. Sistematika Penulisan Hukum
Penulisan hukum ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
Bab | : PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan msalah, tujuan penelitian,
keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistemitika hukum.
Bab Il : PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak
atas tanah di Kecamatan Krayan Kota Nunukan terkait dengan adanya
pembangunan Waduk, serta aturan-aturan hukum positif yang digunakan
dalam pembangunan waduk tersebut
Bab I1l : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran



